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SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6332);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017
Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018
Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 83);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah........... Rp.3.718.499.635.346,14
b. Dana Perimbangan................... Rp.2.493.979.973.047,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 46.888.000.000,00
Jumlah Pendapatan ........................ Rp.6.259.367.608.393,14
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai ................. Rp. 1.571.381.339.168,00
2. Belanja Subsidi ................. Rp. 9.566.400.000,00
3. Belanja Hibah .................... Rp.1.072.780.454.888,96
4. Belanja Bantuan Sosial ..... Rp. 3.189.000.000,00
5. Belanja Bagi Hasil ............. Rp. 1.207.451.785.444,09
6. BelanjaBantuanKeuangan Rp. 630.540.390.410,22
7. Belanja Tidak Terduga ...... Rp. 87.500.000,00
Jumlah ... Rp. 4.495.096.869.911,27
b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai ................. Rp. 19.056.178.494,00
2. Belanja Barang dan Jasa ... Rp.1.043.683.821.530,14
3. Belanja Modal..................... Rp. 440.710.162.346,40
Rp.1.503.450.162.370,54
Jumlah Belanja....................... Rp.5.998.547.032.281,81
Surplus/Defisit......c.cceeveninienene. Rp. 260.805.278.747,33
3. Pembiayaan
Penerimaan .........c.coceeeveieinnnn.. Rp. 441.914.809.255,14
Pengeluaran..........cocoeevnenennnnn. Rp. 390.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto ............. Rp. 441.524.809.255,14
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan ..................coooouel Rp. 702.345.385.366,47
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2019

GUBERNUR BALI,
ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 32
Salman sesuai dengan aslinya




